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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTO 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap.” 

(QS. Al-Insyirah, 6-8) 

“And, when you want something, all the universe conspires in helping you to 

achieve it.” 

(Paulo Coelho) 

“You must do the thing you think you cannot do.” 

(Eleanor Roosevelt) 

“Satu-satunya jalan untuk melewati sesuatu adalah dengan menjalaninya.” 

(Robert Frost) 

“Barangkali aku sampai sejauh ini bukan karena aku selalu kuat, melainkan 

karena ada doa Ibu yang tak pernah lelah mengetuk langit” 

(Penulis) 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan 

kepada kedua orang tua tercinta Ibu Eni Surni dan Bapak Ade Sudarna, yang 

senantiasa memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan tanpa 

henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Kepada kakaku Suhadi dan adiku 

Sanda Ramdana & Sandi Ramdani tercinta, terima kasih atas segala doa, 

perhatian, dan semangat yang selalu menguatkan hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri. Terima 

kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan, terus berjuang, dan tidak 

menyerah dalam menghadapi setiap proses hingga mampu menyelesaikan 

perjalanan ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah yang 

lebih baik, serta membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. 
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ABSTRAK 

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Skincare Ilegal dalam Upaya 

Perlindungan Konsumen di Indonesia, Oleh Susi Sopiani, NIM. 20221410101, 

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 

Kuningan, 2026. 

Peredaran skincare ilegal di Indonesia masih menjadi permasalahan serius karena 

berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dan menimbulkan kerugian 

ekonomi. Meskipun telah terdapat berbagai pengaturan mengenai perlindungan 

konsumen dan peredaran kosmetik, namun pada kenyataannya produk skincare 

ilegal masih banyak beredar, terutama melalui platform digital, sehingga 

menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya. 

Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis pengaturan hukum serta penegakan 

hukum terhadap peredaran skincare ilegal dalam upaya perlindungan konsumen di 

Indonesia. Metode penelitian yang digunakna yaitu yuridis normatif melalui 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan 

hukum telah cukup komprehensif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, dan 

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 

serta Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. 

Namun penegakan hukum oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan masih belum 

efektif karena kendala perkembangan teknologi digital, keterbatasan fasilitas 

pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pelaku usaha yang 

mengabaikan ketentuan hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak 

hukum, serta belum efektifnya penerapan sanksi. Simpulan penelitian 

menunjukkan bahwa, meskipun pengaturan hukum telah memadai, penegakan 

hukum belum efektif. Saran untuk peningkatan sosialisasi dan implementasi 

pengaturan, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran 

skincare ilegal, disertai peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penyuluhan 

kepada konsumen dalam memilih produk yang aman dan legal. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Skincare Ilegal, Perlindungan Konsumen. 
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ABSTRACT 

Law Enforcement Against the Distribution of Illegal Skincare Products as a 

Consumer Protection Effort in Indonesia, By Susi Sopiani, Student ID Number 

20221410101, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas 

Kuningan, Kuningan 2026. 

The distribution of illegal skincare products in Indonesia remains a serious problem 

due to its potential to endanger consumer health and cause economic losses. 

Although various regulations regarding consumer protection and the distribution 

of cosmetics exist, illegal skincare products are still widely circulated, especially 

through digital platforms, demonstrating a gap between legal provisions and their 

implementation. The purpose of this study is to analyze the legal regulations and 

law enforcement against the distribution of illegal skincare products as a consumer 

protection effort in Indonesia. The research method used is normative juridical 

through a statutory and conceptual approach supported by primary, secondary, and 

tertiary legal materials. The research results indicate that legal regulations are 

quite comprehensive, as stipulated in Article 4 letter a and Article 7 letter b of Law 

Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 435 of Law Number 17 

of 2023 concerning Health, and Article 2, Article 3 paragraphs (1), (2), and (3) of 

the Food and Drug Supervisory Agency Regulation Number 25 of 2025 concerning 

Technical Requirements for Cosmetic Ingredients. However, law enforcement by the 

Food and Drug Supervisory Agency remains ineffective due to constraints on digital 

technology development, limited supervisory facilities, low public legal awareness, 

business actors ignoring legal provisions, weak coordination between law 

enforcement agencies, and the ineffective application of sanctions. The research 

conclusions indicate that, although legal regulations are adequate, law 

enforcement is ineffective. Suggestions for improving the dissemination and 

implementation of regulations, as well as strengthening supervision and law 

enforcement against the distribution of illegal skincare, accompanied by increasing 

business actor compliance and counseling consumers in choosing safe and legal 

products. 

Keywords: Law Enforcement, Illegal Skincare, Consumer Protection. 
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